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ABSTRAK

Hukum Kewarisan yaitu seperangkat norma maupun aturan yang mengatur
peralihan atau perpindahan hak harta kekayaan dari orang yang meninggal (Pewaris)
kepada orang yang berhak menerimanya (Ahli Waris). Pewaris adalah orang yang
telah meninggal dan meninggalkan hak dan kewajiban berupa harta kekayaan,
sedangkan Ahli waris yaitu orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris karena
ada hubungan kekerabatan atau ikatan perkawinan. Anak adalah keturunan orang tua,
anak merupakan penerima harta waris paling utama. Anak yang lahir dari perkawinan
yang tidak dicatatkan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya serta laki-laki sebagai ayahya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Anak yang
lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum
sebagai anak yang sah dalam suatu perkawinan, serta sulit untuk mendapatkan harta
waris dari pewarisnya.

Penelitian ini merupakan library research atau penelitian kepustakaan yaitu
penelitian dengan mengutamakan bahan perpustakaan sebagai sumber utamanya.
Terknik pengumpulan data penelitian ini berupa studi kepustakaan yang terdiri dari
data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini mengunakan pendekatan normatif
dan yurudis. pendekatan normatif yaitu melakukan pemahaman terhadap ketentuan
nash baik berupa Al-Qur’an, Hadis, dan berbagai pandangan ulama. Dan pendekatan
yuridis yaitu menganalisa masalah yang diteliti dengan mengunakan peraturan
Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu Putusan MK
No. 46/PUU-VIII/2010, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan
dengan topik masalah.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal
terpenting, karena merupakan implikasi dari perkawinan yaitu adanya akta
perkawinan yang kemudian menjadi bukti adanya suatu perkawinan yang telah
dilaksanakan, kemudian akta lahir anak menjadi dasar dan bukti asal-usul anak yang
dapat dijadikan sebagai bukti bahwa anak tersebut bernasab dengan orangtuanya
(Pewaris), anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai
kekuatan hukum baik dari nasab/asal-usul-anak anak serta:tidak-mempunyai bukti
pernikahan yang sah, yang berimplikasi pada hilangnya hak kewarisan-anak tersebut.
Anak tersebut dapat mengajukan isbat nikah orangtunya terlebih dahulu ke
Pengadilan Agama, ‘yang ‘kemudian Penetapan //atau Putusan /Pengadilan yang
dikeluarkan dapat dijadikan sebagai dasar dan bukti sahnya perkawinan yang telah
dilakukan, dan dapat dijadikan sebagai bukti asal-usul anak antara pewaris dengan
ahli waris. Meskipun cara ini dapat dilakukan oleh ahli waris untuk mendapatkan
harta waris, akan tetapi pada praktik dan prosedurnya tidaklah mudah karena
membutuhkan waktu dan biaya. Selain melalui waris, hak anak atas harta dari
perkawinan yang tidak dicatatkan tetap bisa didapatkan dari orangtuanya, yaitu
melalui hibah dan wasiat.

Kata Kunci: Hak Waris, Anak dari Perkawinan yang tidak dicatatkan.
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MOTTO

"Setiap hembusan nafas yang diberikan Allah
padaku bukan hanya berkah, tapi juga
tanggung jawab."

Vi
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PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini
menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri
Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10
September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar

uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Namg Hul:uf Nama
Latin
Tidak
\ Aliif dilambang | Tidak dilambangkan
kan
E Ba“ b Be
3 Ta* t Te
& Sat : es\(dengan titik di atas)
z Jim ] Je
z Ha" h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha* kh ka dan ha
3 Dal d De
3 Zal z zet (dengan titik di atas)

viii
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J Ra&" r Er
8= Zai z Zet
o= Sin S Es
¢ Syin sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta“ t te (dengan titik di bawah)
L 73 z zet (dengan titik di bawah)
¢ ,,an b Koma terbalik di atas
¢ Gain g Ge
s Fa“ f Ef
3 Qaf q Qi
d Kaf k Ka
dJd Lam 1 el
) Mim m ,,em
Nin n ,,en
5] Wawu | w W
Ha™ h Ha
3 hamzah | ,, Apostrof
é ya“ y Ye
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

2 % | ditulis Muta’addidah
ed ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis 4
£ ditulis hikmah
ditulis Jizyah

ag=c

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'a/' serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan /.

W58 g8

ditulis

Karamah al-

auliya’

3. Bila ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah

dan dammah ditulis ¢ atau A

bl el

ditulis

Zakah al-fitri

X
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D. Vokal Pendek

Ditulis A
ag< fathah
Ditulis fa'ala
Ditulis i
odl| kasrah _
Ditulis Zukira
Ditulis U
<y | dammah
Ditulis Yazhabu
E. Vokal Panjang
: fathah + alif ditulis A
G ditulis Jahiliyah
) fathah + ya™ mati ditulis A
’ S ditulis tansa
3 kasrah + ya* mati ditulis i
T seued ditulis karim
4 dammah + wawu mati ditulis u
' U sl ditulis fur ud
F. Vokal Rangkap
1 fathah +.ya“f mati ditulis ai
' e ditulis bainakum
) fathah+ wawu mati ditalis au
' JsG ditulis qaul
Xi
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G. Vokal Pendek yang Berurutan

dengan apostrof

dalam Satu Kata Dipisahkan

ed ditulis a’antum
5 ol ditulis u’iddat
. . . 2 la’in
ERENE 7 ditulis
syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan

huruf """
"o ditulis al-Qur’an
-1 ditulis al-Qiyas

2. Bila diitkuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan

huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan

huruf "I" (el) nya.
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et ditulis as-Sama’
1 ditulis asy-Syams
Xii




I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

s s 3 ditulis zawl al-furid
o ahl as-
Eeok] ditulis Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi in tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan
terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya
hadis, lafaz, shalat, zakat, mazhab.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah
dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Figh Mawaris, Figh
Jinayah, al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal
dari negara. yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish
Shihab,/Ahmad Syukri/Soleh dan sebagainya:

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab,

misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR

GO ol pp &

wog ) (b 3B oadls 30 el sl o e s s g ) dd o)

Sedug) @7 Tuast) et sz s sehull sl gl
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak
merupakan penyambung keturunan, sebagai penerus generasi masa depan, dan
anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak
dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat
mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan
orang tua, waktu orang tua masih hidup anak sebagai penenang dan sewaktu
orang tua telah meninggal anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian.
Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas,
baik maupun buruk, tinggi maupun rendah, anak adalah belahan jiwa dan

potongan daging orang tuanya.

Ditinjau dari sisi agama, anak adalah amanah sekaligus karunia Allah
SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat,
martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua,
keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak
asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian

pula dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah
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bertanggungjawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama

dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.'

Anak juga merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai
elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga, dan
bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga
dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam
mengayomi anak. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang
memegangnya, yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai
kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan oleh alasan apapun. Begitu pentingnya
eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan
adanya pernikahan. Pensyariatan pernikahan memiliki tujuan antara lain untuk
berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri
dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.Pernikahan merupakan
peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum
baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan pernikahan itu sendiri,
maupun_dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dari
pernikahan tersebut dilahirkan anak, maka timbul hubungan hukum antara anak
dengan orang tuanya. -Sebagai warga Negara setiap anak berhak tumbuh
berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai mahkluk Tuhan. Anak-anak berhak
mendapatkan pendidikan, asuhan, pengarahan sehingga menjadi dewasa. Menurut
Konvensi Hak Anak bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18

tahun bahkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

' M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, Kapita Selekta Hukum Islam, (Medan: Pustaka
Bangsa Press, 2004), hlm. 5.
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mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan untuk lebih memberikan

perlindungan yang menyeluruh terhadap anak.’

Sejarah dari hak anak itu sendiri tidak terlepas dari beberapa rentang
persitiwa seperti hak akan nama dan kewarganegaraan, hak kebangsaan, hak
persamaan dan non diskriminasi, hak perlindungan, hak pendidikan, hak bermain,
hak rekreasi, hak akan makanan, hak kesehatan dan hak berpartisipasi dalam
pembangunan. Anak sebagai hasil dari suatu pernikahan merupakan bagian yang
sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam.
Sebagai amanah Allah SWT, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab
untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluannya sampai dewasa.
Berdasarkan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan hak
dan kewajiban antara keduanya, antara lain dalam Pasal 45 Undang-Undang
Nomor | Tahun 1974 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak
mereka sebaik-baiknya sampai anak itu nikah atau dapat berdiri sendiri. Bahkan

kewajiban ini berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus.3

Sebaliknya,-anak juga.mempunyai kewajiban terhadap.orang tuanya, yang
diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni anak wajib
menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak

telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan

? Hilman Hadikusuma, Hukum Pernikahan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1995),
hlm. 10.

? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (2).
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keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuan. Hal ini
membuktikan adanya hubungan hukum dengan timbulnya hak dan kewajiban
antara orang tua dan anak dari suatu pernikahan Anak juga merupakan salah satu
ahli waris yang berhak menerima warisan. Baik anak laki-laki maupun anak
perempuan adalah ahli waris dari orang tuanya, bahkan ia adalah ahli waris yang
paling dekat dengan pewaris. Hubungan kewarisan antara orang tua dengan
anaknya ini didasarkan pada adanya hubungan darah atau yang disebut juga
sebagai hubungan nasab, karena telah terjadi hubungan biologis antara suami istri

dalam ikatan pernikahan tersebut dan kemudian lahirlah anak. *

Ahli waris keutamaan pertama adalah anak, karena anak merupakan
keturunan dari orang tua yang telah melahirkannya atas pernikahan yang sah
menurut agamanya serta mempunyai kekuatan hukum. Didalam pasal 2 ayat (1)

dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

(1) Perkawianan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 (satu) Tahun 1974 tentang
perkawinan yang berbunyi, “Anak yamng sah adalah anak yang dilahirkan
dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dari penegertian tersebut maka
terlihat bahwa anak yang telah dibuahi sebelum pernikahan, namun dilahirkan
dalam perkawinan termasuk pengertian anak yang sah. Dengan demikian ada

kemungkinan anak tersebut dibuahi oleh laki-laki lain, artinya laki-laki yang tidak

* Suhrowardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1995), hlm. 53
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menjadi suami perempuan tersebut. Untuk hal itu laki-laki (suami) yang kawin
dengan wanita (istri) tersebut dapat menyangkal tentang sahnya anak yang
dilahirkan oleh istrinya, jika ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah
dan anak tersebut dilahirkan sebagai akibat zina. Oleh karena itu oleh Undang-
Undang diberi hak untuk menyangkal sahnya anak yang bersangkutan, yaitu pada
pasal 44 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa:

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya,

bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya berzinah dan anak itu akibat
daripada perzinahan tersebut.

(2) Pengadilan akan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas
permintaan pihak yang berkepentingan.’

Adapula kemungkinan bahwa anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan
tetapi merupakan anak yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, asalkan anak itu akibat dari perkawinan yang sah.
Misalnya dalam hal suami meninggal dunia, sedangkan si istri dalam keadaan
hamil. Dengan meninggalnya suami maka perkawinan telah putus, sehingga anak
dalam kandungan istrinya itu lahir di luar perkawinan. Dalam hal yang demikian
anak itu adalah anak yang sah. Demikian pula dalam hal terjadi perceraian antara
suami istri, istrinya’ dalam keadaan hamil -pada saat perceraiaan, kemudian

anaknya yang lahir setelah’perceraian itu adalah anak yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99, anak yang sah adalah 1)
Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perwanian yang sah, dan 2) Hasil

pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

> Undang-Undang Nomor | tahun 1974.
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Anak sah ditentukan adanya perkawinan yang sah serta pembuktianya
mengunakan akta kelahiran, sejalan dengan Penjelasan hukum mengenai
pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai
makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan
tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau

prinsip perkawinan menyatakan:

“.. bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap
perkawinan harus dicatat menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-
peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang

dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam

daftar pencatatan”.’

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan
perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan;
dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan Adapun faktor yang menentukan
sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-
masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh
negara melalui peraturan perundangundangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan
tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif.

Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam
rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan,

dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung

% Penjelasn UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang
demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan
[Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud
dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak
bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan
dengan Undang-Undang. dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

[Pasal 28] ayat (2) UUD 1945].

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara
dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam
kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya
akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti
yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan
oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang
bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan
dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak “yang timbul sebagai akibat
perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan
proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih
banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974
yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta

otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang
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berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila

dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.’

Bagaimana dengan Nikah yang tidak dicatatkan, Secara syariatnya, nikah
yang tidak dicatatkan dipandang sah selama terpenuhi rukun dan syaratnya. Nikah
siri pada hakikatnya sama dengan pernikahan pada umumnya. Hanya, pernikahan
tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dalam fatwanya bulan Mei 2006 secara tegas menyatakan nikah tersebut
sah secara hukum agama. Demikian pula anak dari pernikahan tersebut, Jika
pernikahan tersebut sah dalam syariat, anak dari pernikahan tersebut harusnya
juga sah. Permasalahannya, keabsahan tersebut belum diakui secara undang-
undang. Seorang anak yang sah menurut undang-undang adalah anak hasil dari

perkawinan yang sah, yakni tercatat dalam dokumen negara.

Defenisi sahnya suatu pernikahan berbeda dari sudut pandang agama dan
negara. Dalam agama, pernikahan dipandang sah jika terpenuhi rukun dan
syaratnya. Sedangkan, sah menurut negara, apabila pernikahan tersebut dicatatkan
dalam dokumen Negara atau Buku Nikah. Undang-Undang No 1 Tahun 1974
tentang Pernikahan Pasal 42 ayat 1 menyebutkan, "Anak yang sah adalah anak-
anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Negara
masih keberatan mengakui anak dari nikah yang tidak dicacatkan untuk
memegang status anak yang sah secara hukum. Tak jarang anak hasil nikah siri

disebut sebagai anak di luar nikah. Mereka masih kesusahan dalam pengurusan

7 Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010, hal. 33-34.
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hak hukum, seperti nafkah, warisan, bahkan akta kelahiran. Karena pernikahan
orang tua tidak tercatat dalam dokumen negara, anak hasil nikah yang tidak
ditatakan dinyatakan negara sebagai anak di luar nikah. Penyebutan istilah ini bisa
menjadi masalah baru. Istilah ini bisa jadi masuk dalam ranah hukum Islam yang
punya bab sendiri, yakni qazaf (tuduhan palsu kepada orang baik-baik bahwa dia
telah melakukan zina). Qazaf juga menjadi tindak pidana berat dalam Islam yang

punya ancaman serius, yakni 80 kali hukuman cambuk.

Pasal 42 ayat 1 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini secara
pemahaman syariat bertentangan Pasal 43 ayat 1 yang datang setelahnya. Dalam
pasal ini disebutkan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jika anak hasil dari
pernikahan yang tidak dicaatkan digolongkan pada Pasal 43 ayat 1 ini, tentu itu

menjadi kezaliman negara kepada mereka.

Menurut Ali Mustafa, pernikahan yang sangat sakral dan menjadi syariat
menjalankan agama harus dilindungi negara sebagaimana tercantum dalam
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Tak boleh ada intervensi negara dalam
menjalankan syariat agama, termasuk dalam urusan pernikahan. Jika agama sudah
menyatakan sah, mau tak mau negara juga harus menyatakan sah. Tidak hanya di
mata hukum, dalam tatanan sosial masyarakat, anak yang dicap di luar nikah
mempunyai kedudukan inferieur lebih rendah dan buruk dibanding anak yang sah.

Anak sah pada asasnya berada di bawah kekuasaan orang tua. Sedangkan, yang
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dicap tidak sah tentu berada di bawah perwalian. Hal ini juga berlanjut pada

warisan dan hak-hak anak lainnya.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, anak yang lahir dari perkawinan
yang tidak dicatatkan secara hukum negara masih dipandang tidak memiliki
hubungan hukum dengan ayahnya. Persis sama hukumnya dengan anak di luar
nikah. Dalam akta kelahiran misalkan, masih ditemui kasus akta kelahiran anak
dari pernikahan yang tidak dicatatkantan tidak mencantumkan nama ayah.
Memang benar demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 2 huruf A
Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Permasalahan ini baru menjadi terang ketika dikoreksi Mahkamah
Konstitusi (MK) melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010
tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. MK menyatakan, anak yang
lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak
lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya
hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak di luar nikah

tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.

MK berpendapat, ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974
tentang Pencatatan Perkawinan ini disimpulkan, pencatatan perkawinan bukan
faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Pencatatan hanya kewajiban
administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban

administrasi ini dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan
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jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia ( HAM ) yang

bersangkutan.

Di samping itu, dengan adanya pencatatan secara administratif oleh
negara, dimaksudkan agar perkawinan menjadi perbuatan hukum penting yang
berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dan di kemudian hari
perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta

autentik.

MK bahkan menyatakan Pasal 43 ayat 1 ini telah bertentangan dengan
UUD 1945. Review pasal tersebut menjadi, "Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai

hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Tahun 2013 lalu, Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi, telah memberikan
pengakuan terhadap anak hasil nikah siri sebagai anak yang sah secara undang-
undang. Anak hasil dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara teknis sudah
mendapatkan haknya sebagai anak-anak dari pernikahan sah lainnya. Misalkan,
soal akta kelahiran, si anak bisa mendapatkannya setelah melalui isbat atas

pernikahan siri orang tuanya.® Masalah lain juga muncul dari anak yang lahir dari

*https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/10/23/nwo10f17-status-
hukum-anak-dari-nikah-siri, diakses pada jam 09.05 wib tanggal 14 November 2018.
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perkawinan yang tidak dicatatkan, mulai dari akte kelahiran dan juga hak

kewarisan dari anak tersebut.

B. Pokok Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka
pembahasan skripsi ini terfokus pada : Bagaimana Tinjauan Hukum Islam
terhadap hak Kewarisan anak yang dilahirkan dari Perkawinan yang tidak
dicatatkan ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian.

a. Menjelaskan Perkawinan yang sah menurut hukum islam.

b. Menjelaskan anak sah dalam Perkawinan:

c. Menjelaskan tentang hak waris anak dari Perkawinan yang tidak dicatatkan.

2. Kegunaan Penelitian.

a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan.

b. Bagi lembaga; yakni Kantor Urusan Agama dan Dinas: Kependudukan dan
Pencatatan Sipil diharapkan meningkatkan perhatiannya terbadap hak dan
kedudukan -anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan pasca
Jjudicial review Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh
Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 46/PUU-VIII/2010.
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c. Bagi masyarakat umum, penulisan penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman mengenai hak dan kedudukan hukum anak yang

lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kawin menurut hukum.
D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penyusun melakukan penelusuran terhadap hasil
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian penelitian, sejauh ini penyusun

menemukan penelitian baik berupa tesis, skipsi maupun jurnal.

Pembahasan mengenai hak waris anak yang lahir dari perkawinan yang
tidak dicatatkan sepertinya sudah tidak asing lagi di masyarakat umum, akan
tetapi penulis berupaya untuk menemukan sebuah penelitian yang baru dan
memperbarui penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun literatur yang

berhubungan dengan hak waris anak diluar perkawinan sebagai berikut:

Pertama, tesis yang berjudul “Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut
Kompilasi Hukum Islam (KHI)”yang ditulis oleh Ety Farida Yusup, tesis ini
meneliti hak waris anak diluar nikah atau anak zina menurut' Kompilasi Hukum

Islam, kemudian kesimpulannya anak tersebut tidak mendapatkan hak waris °

Kedua, skripsi yang berjudul “Pengakuan Anak Diluar Nikah (studi
Komparasi Hukum Islam dan KUH Perdata) yang ditulis oleh Safiq, skripsi ini
menjelaskan bagaimana ketentuan pengakuan anak di luar nikah menurut hukum

Islam dan menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata serta persamaan dan

° Ety Farida Yusup, Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam
(KHI)”, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
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perbedaannya, baik hukum islam dan KUH Perdata. Anak tersebut diakui baik

menurut hukum Islam maupun Hukum Perdata.'°

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh M. Mahbub yang berjudul “Anak zina
dan implikasi terhadap hak-hak kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan
KUH Perdata(BW)”, Skripsi ini membahas tentang akibat hukum dari anak zina
terhadap kewarisan menurut ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan
KUH Perdata. Penetapan nasab seorang anak, sebagaimana hukum Perdata dan
beberapa kalangan ahli hukum Islam yang menyatakan bahwa nasab dapat

ditetapkan dengan pengakuan, Kompilasi Hukum Islam juga menganut asas ini."!

Keempat, Skripsi Ynag ditulis oleh Agung Suryanto, yang berjudul
“Kedudukan Anak dan Harta dalam Perkawinan siri ditinjau dari UU Nomor 1
Tahun 1974 skripsi ini membahas tentang Kedudukan anak dari perkawinan siri

. . 0 o . .12
sebagai ahli waris serta harta dalam perkawinan siri.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, memang terdapat
beberapa karya ilamiah yang membahas terkait persoalan hak waris anak siri
maupun nikah siri tetapi tidak spesifik telah membahas tentang hak waris anak
yang lahir dari perkawinan yang ‘tidak dicatatkan menurut hukum islam dan

hukum positif.

' Safiq, Pengakuan Anak Diluar Nikah (studi Komparasi Hukum Islam dan KUH
Perdata), Skripsi ,Fakultas Syari“ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

""" M. Mahbub, Anak zina dan implikasi terhadap hak-hak kewarisan dalam Perspektif
Hukum islam dan KUH Perdata(BW), Skripsi, Fakultas Syari“ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2011.

2 Agung Suryanto, Kedudukan Anak dan Harta dalam Perkawinan siri ditinjau dari UU
Nomor I Tahun 1974, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
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E. Kerangka Teoretik

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah
kandungnya, sedangkan anak sah adalah anak kandung yang lahir dariperkawinan
orang tuanya yang sah menurut ajaran agama."> Anak yang sah adalah anak yang
dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Apabila suatu
perkawinan yang menurut hukum sah, maka anak yang dilahirkan dari
perkawinan itu akan merupakan anak yang sah pula. Sehubungan dengan itu
hukum adat menentukan bahwa seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya yang
mempunyai suami, maka anak anak itu adalah anak suaminya. Hubungan antara
anak dan bapaknya merupakan suatu hubungan yang sah menurut hukum. Dalam
hukum adat terdapat bermacam-macam anak, yaitu anak sah,anak kandung, anak
angkat, anak tiri dan anak yang lahir di luar perkawinan. Oleh karena pengertian
yang berbeda-beda itu, maka sebaiknya diuraikan sesuai dengan klasifikasi, yaitu
14
a. Anak sah ialah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya.

b. Anak kandung ialah anak yang dilahirkan dari kandungan ibu dan ayah
biologisnya.

c. Anak angkat ialah seorang anak yang bukan keturunan dari suami istri, namun
ia diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya

sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak

" Hilman Hadi Kusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), him.
68.
" Ibid. hlm. 80.
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timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang
tua dan anak kandung sendiri.

d. Anak Tiri ialah anak kandung istri janda atau dari suami duda yang mengikuti
tali perkawinan.

e. Anak yang lahir di luar perkawinan ialah anak yang lahir dari seorang wanita
yang tidak mempunyai suami atau anak yang mempunyai bapak dan ibu yang
tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

Tentang anak diluar kawin itu ada 2 jenis yaitu :

1) Anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang mana tidak terdapat
larangan untuk kawin.

2) Anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin karena sebab
sebab yang ditentukan oleh undang-undang atau jika salah satu dari ayah ibu di
dalam perkawinan dengan orang lain. Menurut ketentuan Pasal 42 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan :

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari
perkawinan yang sah.”"

sedangkan dalam Pasal 250 KUH Perdata disebutkan pengertian anak sah, yaitu :

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan
memperoleh si suami sebagai bapaknya.”'®

Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah
mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat

padanya serta berhak untuk memakai nama dibelakang namanya untuk

'® Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

16 pasal 250 KUH Perdata.
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menunjukkan keturunan dan asal-usulnya, sedangkan pengertian anak luar kawin
adalah :
“Anak yang dilahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada
dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.”'’ Dalam
hukum perdata, anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan natuurlijk kind. la
dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistem yang dianut
KUH Perdata, baru dengan adanya pengakuan lahir suatu pertalian kekeluargaan
dengan akibat-akibatnya, terutama hak waris antara anak dengan orang tua yang
mengakuinya. Dan hubungan kekeluargaan antara anak dan keluarga orang tua
yang mengakuinya baru terjadi dengan adanya pengesahan.'®

Dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
disebutkan :“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Dalam hukum Islam melakukan
hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan yang sah disebut zina. Ada
dua macam istilah bagi zina, yaitu zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh
orang yang telah atau pernah nikah, hukumannya dirajam sampai mati, dan zina
ghairu muhson adalah-zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah
menikah, berstatus jejaka/perawan, dan hukumannya adalah dicambuk seratus

kali, dan anak yang dilahirkan disebut anak zina atau anak luar kawin.'’ Di

7 Abdul Manan, Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana,
2006), him. 80.

'S R. Subekti, Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris,
(Jakarta :Kertas Kerja, Simposium Hukum Waris, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen

Kehakiman, 1989), him. 50.

19 Abdul Manan, Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 82.
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samping hal tersebut di atas, hukum Islam juga menetapkan anak luar kawin, yaitu

1. Anak mula‘nah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di-/i “an
suaminya. Kedudukan anak mula ‘nah ini hukumnya sama saja dengan anak
zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang me-/i “an tetapi mengikuti
nasab ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum
kewarisan, perkawinan, dan lain-lain.

2. Anak syubhat, kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang
menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya. Berdasarkan
pengertian dalam Penjelasan Kompilasi Hukum Islam Bagian Umum poin 5
adalah :“Suatu dokumen yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sebagai
pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum
terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.”

Al-qurtan telah mengatur hak/bagian harta waris sangat rinci, mulai dari
siapa saja subjek hukum yang mendapatkan hak sebagai ahli waris, bagian-bagian
masing-masing ahli waris, halangan menjadai ahli waris, dan kewajiban ahli
waris. Bagian hak waris anak laki-laki maupun perempuan terdapat dalam Al-

Qur*an Surat An-Nisa : 7 yaitu:

MR AT A s apaelEt T @R TN T A

20\u-a" & .J.: N , ™ v“ (‘ /4 d

%% An-Nisa (4): 7
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Sedangkan bagian masing-masing anak terdapat dalam surat Al-Qur“an

Surat An-Nisaa ayat: 11

o e ddigabi 3 s o Ol gl B Ja iy Ay ol (sl acligans
2 JOI O s puasdhecp 3zls Jdded s, Suapdidaiy s add)s , s
b, onodedl 3] edoId ol iUl ol smbly 55 3 sl odpdol s
, A G 8 Tecagdldo b o 090l adblidly achlds sl lacisum g s

Dalam kaitan dengan waris anak yang lahir dari pernikahan yang tidak
dicatatkan dapat dilihat dari kedudukan anak tersebut, dimana dalam masyarakat
ada suatu aturan bahwa untuk dapat melanjutkan keturunan orang harus menikah
terlebih dahulu. Lahirnya keturunan dari pernikahan yang tidak dicatatkan tidak
dapat diterima, dan anak tersebut tidak diakui sebagai anak sah dari orang yang
membenihkannya. Ia tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang
seharusnya ia terima jika ia sebagai anak sah seperti hak waris, hak memakai
nama keluarga (ges/achtsnaam), pemberian izin pernikahan, dan kekuasaan orang
tua.”

Dengan demikian, perbuatan memiliki anak dari pernikahan yang tidak

dicatatkan itu merupakan peyimpangan dari suatu aturan yang telah ada dalam

masyarakat. Metode yang kedua apa yang disebut Hart secondary rules, yang

! An-Nisa'(4):11

2 H. R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, Teori Hukum, (Bandung : PT. Refika
Aditama, 2004),hlm. 83
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dapat disebut aturan tentang aturan (rules about rules) yang apabila dirinci

meliputi :

1. Aturan yang menetapkan persisnya aturan mana yang dapat dianggap sah
(rules of recognition);

2. Bagaimana dan oleh siapa dapat diubah (rules of change);

3. Bagaimana dan oleh siapa dapat dikuatkan / dipaksakan / ditegakkan (rules of
adjudication).”

Apabila ditelaah lebih jauh maka rules of adjudication lebih efisien, rules
of change bersifat sedikit kaku, sedangkan rules of recognition bersifat
reduksionis.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan anak yang lahir dari pernikahan
yang tidak dicatatkan khususnya hak waris anak tersebut adalah terkait dengan
kebijakan atau aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah maupun aturan-aturan
yang ada dalam masyarakat. Apakah aturan tersebut sudah cukup melindungi hak-
hak anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan terutama yang terkait
dengan waris.

Anak yang lahir-dari pernikahan-yang tidak dicatatkan merupakan anak
sah menurut hukum islam, karena anak tersebut dilahirikan dari perkawinan yang
sah secara hukum Islam, dengan demikian seharusnya anak tersebut mendapatkan
hak dan kewajiban yang sama seperti anak-anak yang lahir dari pernikahan yang

sah dan dicatatkan, hanya saja anak yang lahir dari pernikahan yang tidak

B Ibid, hlm. 91
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dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak dapat membuktikan
sebagai anak yang sah dari orang tuanya.

Tujuan pencatatan perkawinan dan perceraian adalah untuk kepentingan
administrasi negara, agar hak-hak yang timbul dari perkawinan itu misalnya
pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya yang memerlukan
akta nikah sebagai bukti adanya suatu perkawinan dapat terjamin. Perkawinan,
perceraian dan poligami itu perlu diatur agar tidak terjadi kesewenang-
wenangan.”’

Sekiranya perkawinan itu tidak dicatat maka dapat menimbulkan masalah-
masalah seperti apakah sebelum terjadinya perkawinan syarat-syarat kedua
mempelai sudah sah secara hukum atau ada halangan-halangan yang
mengharamkan perkawinan itu terjadi, apakah kedua mempelai sudah setuju
adanya perkawinan tersebut atau karena terpaksa, atau ada hal-hal lain yang
menyebabkan perkawinan itu tidak sah karena kesalahan tentang penetapan wali
nikah. Maka oleh sebab itu untuk menghindari kemudaratan yang demikian

diperlukan adanya sebuah pencatatan, padahal kemudaratan itu harus dihilangkan

sesuia dengan kaidah ushul yang berbunyi

Py pal
Juga kaidah yang berbunyi :

I Spcp il

** Iskandar Ritonga, Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), hlm. 31. dan Abdul halim, Politik Hukum Islam di
Indonesia, (Ciputat Press, 2005), him. 146

* A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan
masalah-masalah yang praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165.
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27CTUAT bz E P gl fo

Mengenai hukum pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dapat
menjadi wajib apabila sekiranya pencatatan itu mengandung kemaslahatan yang
sangat besar bagi seseorang dan apabila tidak dicatat akan menimbulkan mudarat.
Selain itu juga dengan adanya pencatatan perkawinan itu maka akan sempurnalah

suatu kewajiban pernikahan itu, dan ini sejalan dengan kaidah :

® =l LS PERNIE z T

Pemerintah mengatur pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan

akta nikah, meski secara formal tidak ada ketetentuan ayat atau sunnah yang
memerintahkan pencatatan perkawinan, tetapi kandungan maslahatnya sejalan
dengan tindakan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan
bagi manusia, yaitu kemaslahatan dari pencatatan perkawinan dapat memelihara
lima unsur pokok kehidupan, secara berturut-turut adalah: agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini

yaitu memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang dikaji,

%6 Ibid, him. 165.
*’ Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm.135

** A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan
masalah-masalah yang praktis, (Jakarta:Kencana, 2006), him. 165.
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tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan

dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian pustaka (library research),
yaitu jenis penelitian yang datanya diproses dengan cara menelusuri bahan-
bahan pustaka.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif yaitu Suatu metode
dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu
sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan
dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat
serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan jenis
penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran seteliti mungkin secara
sistematis dan menyeluruh berkaitan dengan objek yang diteliti.”
3. Pendekatan
a. Pendekatan’ Normatif, yaitu dengan menganalisa masalah yang diteliti
dengan mendasarkan hukum Islam. Berarti melakukan pemahaman terhadap
ketentuan nash baik berupa Al-Quran, Hadis, dan berbagai pandangan
ulama mengenai hak waris anak dari Perkawinan yang tidak dicatatkan.
b. Pendekatan Yuridis, yaitu menganalisa masalah yang diteliti dengan

menggunakan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan

2 Soerdjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, ( Jakarta
Raja Grafindo Persada 2001), him. 6.
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masalah yang diteliti, seperti Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam
dan Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan topik masalah.
4. Analisis
Dalam tahap ini penulis menganalis dengan mengunakan pendekatan
normatif dan pendekatan yuridis, selanjutnya dari analisis tersebut direduksi
sesuai dengan rumusan masalah dan dibantu teori-teori kemudian
direkontruksi dalam uraian deskripsi yang utuh dan akhirnya ditarik
kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun
dalam skripsi, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini

terdiri dari lima bab yang terdapat korelasi disetiap babnya.

Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama adalah bagian pendahuluan. berisi pendahuluan yang berisi
latar belakang; pokok masalah, tujuan‘dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka

teoritik, metode penelitian 'dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua digunakan untuk untuk memperluas bahasan pada bagian
kerangka teori yang telah disinggung pada bab pertama, bahasan ini berisi tentang
teori-teori yang berkaitan dengan hak waris anak dari perkawinan yang tidak
dicatatkan, yaitu tentang sebab-sebab kewarisan waris mewarisi dan ahli waris

yang berhak atas harta waris.
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Bab Ketiga menjabarkan tentang perkawinan yang sah dalam Islam serta
implikasi dari pernikahan tersebut terhadap anak yang lahir dari/dalam

perkawinan yang telah dilakukan.

Bab Keempat menganalisis dan membahas Tinjauan Hukum Islam
terhadap hak Kewarisan anak yang dilahirkan dari Perkawinan yang tidak

dicatatkan baik secara hukum islam dan juga hukum positif indonesia.

Bab Kelima adalah Penutup. Dalam bab ini memberikan jawaban atas
rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut

selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.
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PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban
dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, penulis dapat mengambil

konklusi sebagai berikut :

Bahwa hak kewarisan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut
Hukum Islam, didasarkan pada nasab anak dengan orang tuanya, kemudian
ditentukan oleh asal-usul anak tersebut dilahirkan dari orang tuanya, karena di
dalam hukum Islam perkawinan yang sah adalah apabila perkawinan yang
dilakukan oleh suatu pasangan telah memenuhi rukun dan syarat. Dengan
demikian pencatatan perkawinan tidak menentukan hak kewarisan anak yang
tidak dicatatkan. Meskipun demikian, pencatatan perkawinan perlu dilakukan
unntuk mendapatkan kepastian hukum. Sejalan dengan hukum Islam, Hak
kewarisan, anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum positif di
Indonesia yaitu ditentukan dengan sahnya suatu perkawinan. Pada hukum positif
pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting, karena implikasi dari
perkawinan yaitu adanya akta perkawinan yang kemudian menjadi bukti adanya
suatu perkawinan yang telah dilaksanakan, kemudian akta lahir anak menjadi
dasar dan bukti asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa anak
tersebut bernasab dengan orangtuanya (Pewaris). Dengan demikan anak yang

lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum
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baik dari nasab/asal-usul anak anak serta tidak mempunyai bukti pernikahan yang

sah.

Pada pasal 7 ayat (2)'"?

memberikan kesempatan bagi pasangan yang
menikah tetapi belum mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu
dengan mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.''’ Isbat nikah dapat
diajukan oleh Anak maupun pasangan suami bersama istri atau salah satu
pasangan suami/istri dengan mengajukan isbat nikah terlebih dahulu ke
Pengadilan Agama, yang kemudian Penetapan /atau Putusan Pengadilan yang
dikeluarkan oleh pengadilan dijadikan sebagai dasar dan bukti sahnya suatu
perkawinan yang telah dilakukan, dan dapat dijadikan sebagai bukti asal-usul
anak antara pewaris dengan ahli waris. Meskipun cara ini dapat dilakukan oleh
ahli waris untuk mendapatkan harta waris, akan tetapi pada praktik dan
prosedurnya tidaklah mudah karena membutuhkan waktu dan biaya. Selain

melalui waris, hak anak atas harta dari perkawinan yang tidak dicatatkan tetap

bisa didapatkan dari orangtuanya, yaitu melalui hibah dan wasiat.

"“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat

nikahnya ke Pengadilan Agama.
' Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang
berkenaan dengan : (1). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,( 2). Hilangnya
Akta Nikah,(3). Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian, (4).
Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.l Tahun 1974 dan,
(4)Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)



96

B. Saran-saran.
Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukaan di atas, perlu disarankan hal-
hal sebagai berikut:

Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka semua subjek hukum
harus mematuhi hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka
sebagai warga negara yang taat pada pemimpin, maka wajib untuk mencatatkan
perkawinannya, agar mempunyai kekuatan hukum, serta implikasinya.

Perkawinan yang tidak dicatatkan disarankan dan wajib melakukan isbat
nikah, supaya pernikahan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum, dengan
demikian implikasi yang timbul di kemudian hari tidak ada permasalahan
berkaitan dengan asal-usul anak serta kewarisan bagi anak-anaknya serta

pasangannya.
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TERJEMAHAHAN AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal. | Nomor Ayat al-Qur'an dan Terjemahan Ayat
Footnote Hadis

15 20 QS An-Nisa'(4):7 Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta
peninggalan kedua orang tua dan
kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak
bagian (pula) dari harta peninggalan kedua
orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau
banyak menurut bagian yang telah
ditetapkan

15 21 QS. An-Nisa'(4):11 Allah  mensyariatkan (mewajibkan)

kepadamu tentang (pembagian warisan
untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian
seorang anak laki-laki sama dengan bagian
dua orang anak perempuan. Dan jika anak
itu semuanya perempuan yang jumlahnya
fauqotsnataini (maksudnya dua keatas),
maka bagian mereka 2/3 dari harta yang
ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan)
itu seorang saja, maka dia memperoleh 1/2
(harta yang ditinggalkan). Dan untuk
kedua ibu-bapak, bagian masing-masing
1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia
(yang meninggal) mempunyai anak. Jika
dia, (yang meninggal) tidak mempunyai
anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu
bapaknya (saja), maka ibunya mendapat
1/3. Jika dia (yang meninggal) mempunyai
beberapa saudara, maka ibunya mendapat
1/6. (pembagian-pembagian tersebut di
atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang
dibuatnya atau (dan setelah dibayar)
hutangnya. (tentang) orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui
siapa di Antara mereka yang lebih banyak
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan
Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui,
Maha Bijaksana.
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21

25

Kesulitan harus dihilangkan

22

26

Kemudharatan harus dihindarkan selama
memungkinkan

22

27

Menolak  bahaya  didahulukan atas
mendatangkan kebaikan

22

28

Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban
kecuali dengannya, maka sarana yang
menyempurnakan kewajiban itu menjadi
wajib diadakan.

29

33

(HR. Bukhari dan
Muslim).

Orang muslim tidak mewarisi orang kafir,
orang kafir tidak mewarisi orang muslim

32

37

HR  Asy-Syafii di
shahihkan oleh Ibnu
Hibban dan al Hakim

"Wala itu suatu kekerabatan seperti halnya
kekerabatan nasab, yang tidak bisa
diperjual belikan dan tidak boleh
dihibahkan".

36

40

QS. An-Nahl (16) :75

Allah membuat perumpamaan dengan
seorang hamba sahaya yang dimiliki yang
tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun

36

41

(HR. Bukhari dan
Muslim).

Orang muslim tidak mewarisi orang kafir,
orang kafir tidak mewarisi orang muslim

40

45

QS. An-Nisa'(4): 11

Allah
kepadamu tentang (pembagian warisan
untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian
seorang anak laki-laki sama dengan bagian
dua orang anak perempuan. Dan jika anak
itu semuanya perempuan yang jumlahnya
fangotsnataini - (maksudnya dua keatas),
maka bagian mereka 2/3 dari harta yang
ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan)
itu seorang saja, maka dia memperoleh 1/2

mensyariatkan (mewajibkan)

(harta yang ditinggalkan).

43

47

QS. An-Nisa'(4):11

Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian
masing-masing 1/6 dari harta yang
ditinggalkan, jika dia (yang meninggal)
mempunyai anak. Jika dia (yang
meninggal) tidak mempunyai anak dan dia
diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja),
maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia (yang
meninggal) mempunyai beberapa saudara,
maka ibunya mendapat 1/6. (pembagian-
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pembagian tersebut di atas) setelah
(dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau
(dan setelah dibayar) hutangnya.

44

48

(HR. Bukhari dan
Muslim).

Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas dia
berkata, "Rasulullah shallallahu ‘'alaihi
wasallam bersabda: "Berikanlah harta
warisan kepada yang berhak
mendapatkannya,  sedangkan  sisanya
untuk laki-laki yang paling dekat garis
keturunannya"

47

49

QS. Yusuf (12) : 38

Dan aku pengikut agama bapak-bapakku
yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub.

48

50

QS. al-A’raf (7) : 27

Hai anak Adam, janganlah sekali-kali
kamu dapat ditipu oleh  syaitan
sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua
ibu bapamu dari surga,

48

51

(HR. Bukhari dan
Muslim).

Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas dia
berkata, "Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda: "Berikanlah harta
warisan kepada yang berhak
mendapatkannya,  sedangkan  sisanya
untuk laki-laki yang paling dekat garis
keturunannya"

51

52

QS. An-Nisa'(4):176

jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak
mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan, maka bagi saudaranya yang
perempuan  itu seperdua dari harta yang
ditinggalkannya

51

53

QS. An-Nisa!(4):176

jika ia tidak-mempunyai anak; tetapi jika
saudara perempuan itu dua orang, maka
bagi keduanya dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan oleh yang meninggal.

51

54

QS. An-Nisa'(4):176

Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri
dari) saudara-saudara laki dan perempuan,
maka bahagian seorang saudara laki-laki
sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan

52

55

QS. An-Nisa'(4):176

dan mempunyai saudara perempuan, maka
bagi saudaranya yang perempuan itu
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seperdua dari harta

52

56

QS. An-Nisa'(4):176

Idem 48

52

57

QS. An-Nisa'(4):176

Idem 49

54

58

QS. An-Nisa'(4):12

jika mereka tidak mempunyai anak. Jika
isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka
kamu mendapat seperempat dari harta
yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi
wasiat yang mereka buat atau (dan)
seduah dibayar hutangnya. Para isteri
memperoleh seperempat harta yang kamu
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai
anak. Jika kamu mempunyai anak, maka
para isteri memperoleh seperdelapan dari
harta yang kamu tinggalkan sesudah
dipenuhi wasiat yang kamu buat atau
(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.
Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun
perempuan yang tidak meninggalkan ayah
dan tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki
(seibu saja) atau seorang saudara
perempuan (seibu saja), maka bagi
masing-masing dari kedua jenis saudara
itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-
saudara seibu itu lebih dari seorang, maka
mereka bersekutu dalam yang sepertiga
itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat
olehnya atau sesudah dibayar hutangnya
dengan tidak memberi mudharat (kepada
ahli waris)-(Allah menetapkan yang
demikian itu ‘sebagai) syari'at yang benar-
benar dari Allah, dan Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Penyantun.

57

59

(HR. Bukhari dan
Muslim).

Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas dia
berkata, "Rasulullah shallallahu ‘'alaihi
wasallam bersabda: "Berikanlah harta
warisan kepada yang berhak
mendapatkannya,  sedangkan  sisanya
untuk laki-laki yang paling dekat garis
keturunannya"
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61

64

QS. Al-Baqarah
(2):180

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di
antara kamu kedatangan (tanda-tanda)
maut, jika ia meninggalkan harta yang
banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan
karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini
adalah) kewajiban atas orang-orang yang
bertakwa.

81

87

QS. An-Nisa' (4):7

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta
peninggalan kedua orang tua dan
kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak
bagian (pula) dari harta peninggalan kedua
orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau
banyak menurut bagian yang telah
ditetapkan

84

93

Menolak  bahaya  didahulukan atas
mendatangkan kebaikan

85

95

QS. An-Nisa' (4): 59

Hai orang-orang yang beriman, taatilah
Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran)
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.
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